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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3{ rAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAN?UAN OPERASIONAL

KESEI{ATAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI9

DENCAN RAHMAT TUI]AN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O19 tentang petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfrsik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, pedu
menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan fl,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keualgan Antara Pemerintah pusat

dal Pemerintah Daerah (lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 No 144, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);
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4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

selanjutnya disinskat DAK Nonfisik Kesehatan

adalah dana yang diberikan ke daerah untuk

membiayai operasional kegiatan program prioritas

nasional dibidang kesehatan yang menjadi urusan

daerah guna meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan kes€hatan di daerah,

5, Dana Bantusn Olrcrasional Kesehatarr selanjutrrl.a

disingkat Dana BOK adalah dana yang bersumber

da.ri APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan

tujuan untuk membantu mendzmai kegiatan yang

merupakan ulusan daerah sesuai dengan prioritas

naaional.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah APtsD

Kabupaten Musi Rawas.

7, Dinas Kesehatan Sdalah Dinas kesehatan Musi

Rawas.

8. Unit Pelaksana Telsris selanjutnya disingkat UPT

adalah organisasi yang bersifat mandiri yang

melaksanakan tugas teknis op€rasional kesehatan

dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari

organisasi indukrya yaitu UPT Puskesmas, UPI

Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPf Instalasi

Fafinasi,

9. Pusat Kesehatan Masryarakat selanjutrrya disebut

Puskesmas adalah fasilitas peLayanan kesehatan

yarrg menyelenggarakan upaya kesehatart

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan

tingkat pertamq dengan lebih BengutarEkan

upaya promotif dan prwentif, unhrk mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya

10. UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Musi

Rawas.



11. UPT Instalasi Farmasi adalah UPT Instalasi Farmasi

Kabupaten Musi Rawas.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah

adalah dokumen rencana keuangan tahunan

perangkat daerah yang disusun oleh kepala

perangkat daerah.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat

Daerah/DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna angg{rran.

14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangaa penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat

Daerah yarrg dipimpinnya.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat KPA adalal pejabat yang memperoleh

kuasa dari Pengguna Anggaran untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran pada Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

16. Petugas Kesehatan adala-h setiap orang yang

mengaMikan diri datam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuaa dan atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

meLakuknn upaya kesehatan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjial Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara

Indonesia yalrg memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka melalsanakan tugas

pemerintahal.
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18. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PIT

adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu

tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan

dan pembangunan yang bersifat teknis profesional

dan administrasi sesuai dengan kebutuhan da-n

kemampuan orgalisasi.

19. Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak Ketiga

yang ikut melaksanakan program dan kegiatan

pemerintah.

20. Kader kesehatan masyara-kat adalah laki{aki atau

wanita yang dipilih oleh masyara}at dan dilatih

untuk menangani masalah-masalah kesehatan

perseorangan maupun masyarakat serta untuk

bekeia dalam hubungan yang amat dekat dengan

tempat-tempat pemberian pelayanaa kesehatan.

2 1. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat

UKM adalah setiap kegiatan da-n/atau serangkaian

kegiatan yang dila.kukan secara terpadu,

terintegrasi, dan berkesinambungan untuk

memelihara dart meningkatkan der4jat kesehatan

masyarakat dalam bentuk pencegahal penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan

pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau

masyarakat.

22.Rencana Pelaksanaan Kegiatan selanjutnya

disingkat RPK adalah dokumen yarrg berisi rencana

kegiatan yang akan dilaksanal<an oleh UPT yang

menggunakan Dala BOK tahun berjalan.

Pasa.l 2

(1) Dana BOK Kabupaten dibedkan kepada Dinas

Kesehatan dan UPT Puskesmas s€rta UPT Instalasi

Farmasi untuk membantu mendanai kegiatan

khusus yang merupakan urusan daerah dar sesuai

dengan prioritas pembalgunan kesehatan nasional.
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(1)

Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan penggunaannya meLalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dart

Rencana Pelaksanaar Kegiatan (RPn UPf.

Pasal 3

Dana BOK Kabupaten terdiri atas:

a. BOK Puskesmas;

b. BOK UKM Sekunder Kabupaten;

c. BOK Stuntingr

d. Dukungan Manajemen BOK Kabupaten; dan

e. Distribusi Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis

Pakai (BMHE sera dukungarr pemanfaatan

sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan

BMHP s€cara elel(ronik.

Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk
upaya kesehatan b€rifat promotif dan preventif,

yang meliputi:

a. Bantuan olrcrasional kesehatan pemerintsh

kabupaten;

b. Bantuan operasional kesehatan puskesmas.

Bantual operasional pemerintah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

diarahkan untuk mendukung:

a. Operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan

Masyarakat sekunder;

b. Manajemen bantuan operasiona.l kesehatan dan

jaminan persalinan;

c. Konvergensi penurunan sturJrng;

d. Distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis

pakai ke Pusk€smas; dan

e. Pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan

medis habis pakai secara elektronik.

l2l
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(4) Baltuan operasional kesehat3n Puskosmas

sebagaicrana dimaksud pada ayat {2) huruf b
diarahkan untuk Bcndukung operasional Upeya

Kes€hatan Masyarakat primer,

BAB II

PENGEIOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN

Pasal 4

(1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan

di Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. Penyusunan dokumen pelaksanaan angaran
(DPA);

b. Penganggarar;

c. Pelaksanaan:

d. Pemantauan dan waluasi; dan

e. Pelaporan.

(2) Pengetrolaan dana Barltuan Operasional Kesehatan

di puskesmas meliputi:

a. Penrusunan rencana pelaksanaan kegiatan

(RPK);

b. Penganggaran;

c. Pelaksanaan;

d. Pemantauan dan evaluasi; dan

e. Pelaporan.

(3) Dafam rangka penyusunan rencana kegiatan

seb€gaimana dimaksud pada al.at (1) hunlf a,

Pemerintah Kabupaten dan puskcunas harus

melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dengan

r€ncana kegiatan IreBerintah Pusat.

(a) Dalarn rangka penyuaunan rencana kegiatatl

eebagaimana dimaksud pada ayat (a huruf a paling

sedikit memuat;

a- Jumlah atokasi per Puskesmas

b. Jenis kegiatan;

PeRAr KooRDllAsl
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(s)

(6)

c. Rincian dana kegiatan;

d. Volume kegiatan;

e. lakasi dan waktu kegiatan; dan

f. Keterangart,

Pemerintah I(abupaten dapat mengusulkan

perubahan rencana kegiatan BOK kepada

Kementerian Kesehatan;

Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana

rlirnakeld pada ayat (5) .riqjukan dengan

menyertakan:

a. Surat Pengantar dari Bupati;

b. Surat pernyataan tartggungjawab murlaL;

c. Surat rekomendasi dari Dinas Kcachatart

Provinsi;

d. Telaah perubahan dai Kepala Dinas kesehatan;

dan

e, Data pendukung l,ainnya.

Unit Pelaksana Teknis {UPI) dapat mengusulkan

perubahan r€ncana pel,aksanaan kegiatart (RPK)

BOK kepada Dinas Kesehatan.

Usulan perubahan r€ncana pelakssnaa.Il kegiatan

sebagaimana dimsksud pada ayat (2) diajukart

dengan Ecrryertakan:

a. Surat pengantar dari Kepala UPT;

b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;

c. Telaah perubahan dari Kcpala UPT; dan

d. Berita acara trcrubahan RPK yang ditandataagani

oleh seluruh staf puskesmas.

Pasal 5

DalaB rangka penganggaran Dana BOK

sebagaimana dimaksud dalazr Pasal 4 ayat (1) hunrf

b, pemerintah kabupaten EeEga]1SSsrkan dalla

BOK ke APtsD dan/atau APBD perubahan yang

mengacu pada rincian alokasi dana BOK yang

ditetapkan oleh Menteri-

(71

(8)

(1)



(2) Lsporan triwutan dan semestcren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat jeniE kegiatan,

lokaei kegiatan, realisasi keuangan, dan

perrnasalahan dalam pclaksanaan Dana BOK.

(3) taporan triwulan dan semeat€ran sebagaimana

dirneterrd pada ayat (2) disampaikan selambat-

lambatnya 5 (ltna) hari setelah al*rir triwulan dan

a*hir seEester.

(4) Laporan tahunan Dana BOK sebagaimana

dimaksud pada ayat (U memuat hasil kinerja I
(satu) tshun meliputi realisasi keuangan dan

capaian kegiatan.

(5) Lsporan tahunan Dana BOK sebagaimana

dimaksud pada ayat (a) disampaikan oleh lGpala

UPT kepada lGpala Dinas Kesehatan paling lambat

pada minggu kedua bulan Januari tahun

berikutnya.

Pasal 9

Pengclol,aan Dana BOK scbagaimana dirnaksud pada

Pasal 4 sampai dengian Pasat 8 dilatsanakan sesuai

dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOK

sebagaimana tcrcantum dalsm LamPiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan

Bupati ini.

P.[larrF KOOFD



Pcraturan Bupati ini
20t9.

BABV

PENUTUP

Pasat lO

berlaku sejak tanggal 1 Januari

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

pencmpatannya dalaE Berita Da€rah KabuPatfn Musi

Rawaa.

Ditetapkan di Muara Beliti

38 Juni 2ots
RAWAS,

Diundangkan di Muara Beliti

pedahneal ?E Junf 2olg
SEIGETARIS DAERAH

IGBT'PATEN MUSI RAWAS,

PAMF trOORDDASI

r.{&r0 mrl]l(

PRISKODESI

BERTTA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHI,'N 2OT9 NOMOR.ff
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BAB V

PENUruP

Pasal 10

Peratuan Bupati ini berlaku scja& tanggal I Januari

2019.

Agar rctiap orang mengetahuinya, memaintah&an

pcngundangan Feraturan Bupa.ti ini dcngan

pencmpatannya dalam Berita Daerah l(abupatcn Musi

Rawas.

Ditctapkan di Muara Bcliti
28 Ju*" ,orn

SEIGETARIS DAERAH

I(ABUPATEN MUSI RAWAS,_F
Diundanglan di Muara Bcliti
pada tangal S Juut 2ot9

PRISKODESI

BERNA DAERAH IqBUPATEN MUSI RAWAS TAHTJN 2OT9 OMOR.fr

11



BAB V

PENUTUP

P.8d fo
Pcraturan Bupati int berlaku scjak tansal f Januari

2019.

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmcrintahtan

pcngundanggn Peraturan Bupa.ti ini dcngan

penempatannya dalam Berita Dacrah lGbupatcn Muei

Rawas.

Ditctapkan di Muara Bcliti
,8 Jur4i 2ots

Diundanglan di Muara Bcliti

pada tanggal Pf -luut 2019

SEKRETARIS DAERAH

I(ABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUST RAWAS TAHUN 2OI9 NOMOR..33

11



I.AMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3{ TAHUN 2019

TENIANG PETUNJU( TEKMS

PENCGUNAAN DANA BANTUAN

OPERASIONAL KESEHATAN (BOA

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN

ANGGARAN 20 19

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

L,A?AR BEI,AKANG

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden

dan implementasi Nawa Cita yang ketima yaitu meningkatkan kualitas

hidup manusia Indonesia, Untuk mewujudkan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehaten

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan

promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif da-n rehabilitatif secara

terpadu, menyeluruh, daJI berkesinaEbungan. Dalam konsep

pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab

melaksanakan Program Indonesia Sehat ya'rg bertujuan untuk
meningkatkgn pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang dalam linglungan hidup yang sehat agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya

perilaku hidup sehat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

mengamanatlan Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satunya yaitu

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai sa.lah satu

sumber pembiayaal bagi daerah dalam petaksanaan desentralisasi,

diantaranya untuk meningkatlan pembangunan kesehatan,



sehingga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat

menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan

berkualitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daera-h, dalam Pasal 298 ayat (7) menyebutkan

belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat

digunakan untuk kegiatan noufisik.

Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan ini tidal< untuk

mengambil alih tanggung jawab pemerintah daerah dalam

pelaksanaan pembiayaan pembangunal kesehatan di daerah

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 20O9 te ntang Kesehatan.

Pelalsanaan dan pengelolaan DAK nonfrsik tersebut harus

menerapkAn prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good. gouernanel

yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi

dengan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan

Kementerian Kesehatan menj rsun petunjuk teknis sebagai pedomarr

penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincial kegiatan

pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Jaminan

Persalinan (Jampersal); Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumal

Sakit, dan Akreditasi taboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam pelaksanaar kegiatan BOK di Kabupaten maka

Pemerintah Kabupaten menjrusun petunjuk teknis sebagai pedoman

penggunaan anggaran BOK yang merupakan turunan dari Permenkes

yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemalfaatar Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) bagi Dinas kesehatan, Puskesmas dan

Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK).

B. Trljuan

1. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang

kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas

na8ional bidang kesehatan.

2. Tujuan Khusus

a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;

llir,---
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c DAK Nonlisik Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga

daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaal

pemba[gunan kesehatan lebih kreatif serta inovatif dalam

memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan

kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh

pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan.

Dalam rangka penangguLangan Kejadiar Luar Biasa (KLB),

daerah dapat memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan

kewenangannya dalam pelaksanaan upaya kesehatar

masyarakat, misalnya Outbreak Respnns Immunization (ORD, KLB

diare, darr lain-lain.

Pemerintah Kabupaten tetap berkewajiban mengalokasikan dana

untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD sesuai dengan

ketentuan undang-undang tentang kesehatan, khususnya

kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;

Bupati dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait
standar biaya dan pedomar pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi

daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang

Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan

APBN, APBD maupun pembiayaaa lainnya;

Kegiatan dalam Rencana Kegiatan DAK harus mengacu kepada

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik bidang kesehatan

Tahun Anggaran be{alan. Pemilihan kegiatan sesuai dengan

prioritas dal permasalahart di masing-masing daerah yang disela

raskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai

prioritas nasional bidang kesehatan;

Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka Kepala

Dinas Kesehatar dapat mengusulkan kepada Bupati untuk
melimpalkan wewenang KPA kepada kepala Fasilitas Pelayanan

Kesehatan (Fasyankes) dalam pelaksanaan BOK dan atau

akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di lapangan

sesuai peraturan berlaku;

Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau

pergeseran anggaran dan kegiatan di antara DAK Nonfisik;

3.

5.

4.

7.

6.

a.

l lL .'.
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F.

9. Pengelolaan dan pertanggundawaban keuangan DAK Bidang

Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian

Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK nonfisik berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan

Kegiatan DAK nonfisik direncanal<al dan dilaksanakan secara

terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan

prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap

tingkatan (dinas kesehatan /Puskesmas), kader kesehatan, lintas

sektor serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi

untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur Organisasi

Perangkat Daerah tetapi untuk pelaksanaan prograo secara

terintegra8i.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakal dengan memanfaatkan

sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal

mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak

duplikasi dengan sumber pembiayaan Lain.

3. Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap

pencapaian prioritas nasional, Penetapan kegiatan dilakukarr

berdasarkan prioritas penyelesaian masalah

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaat€n dana DAK Nonfisik harus dapat

dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Manajemen Pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan

1, Perencanaan Penganggaran

Kepala Daerah yang menerima DAK non fisik dan Kepa.la

Orgalisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melalsanakan, perlu

meLakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan

dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pusat dan

daerah.

G.

l,lt
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a.

b.

Semua Jenis DAK Nonfisik bidang kesehatan yang

dialokasikan kepada kabupaten dan Puskesmas dibuat
perencanaan aesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah

dengan mekanisme APBD:

Penlrusunal program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran berdasar kebutuhan peran dan fungsi organisasi,

prioritas program dalam rangka pencapaian program

nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di
daerah secara terintegraai;

Dinas kesehatan menJrusun RKA berdasar pagu DAK Nonfisik
yang diterima;

Puskesmas menlrusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

berdasar alokasi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten

dan hasil RKA dikompilasi oleh dinas kesehatan menjadi RKA

dinas kesehatan atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai

aturan yang berlaku;

d.

c.

f.

e. RKA yang telah disusun dan dikoordinasi oleh dinas

kesehatan dibahas dalam Rencana Anggamn Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi pasti sudah diterima.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau

informasi resmi mengenai alokasi DAK melalui portal

Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan

daerah tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah

Kabupaten harus menganggarkan DAK dimaksud dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam

peraturan daerah tentarlg perubahan APBD atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak

melakukan perubahan APBD

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) menlrusun

Rencala Pelaksanaan Kegiatan (RPK) berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkar; dan

Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan

Desember talrun anggaran berja.larr yang dituangkan dalam

rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

!17
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2. Pengelolaan

a. BOK kabupaten dikelola dinas kesehat n;
b. BOK Puskesmas disalurkan melalui dinas kesehatan dan

dikelola oleh Puskesmas;

c. BOK distribusi obat, vaksin, BMHP ke puskesmas, dan

pemanfaatan aplikasi logistik obat, vaksin dan BMHP secara

elektronik, disalurkan ke Dinas Kesehatan untuk dimanfaatkan

oleh instalasi farmasi Kabupaten;

d. Jaminal Persalinan (Jampersal) dikelola oleh dinas kesehatan;

e. Dukungan Manajemen dikelola oleh dinas kesehatan dan

penggunaan dapat mendukung pengelolaan satker di dinas

kesehatan dan Puskesmas;

f. Alreditasi Puskesmas di kelola oleh Dinas kesehatan;

g. Akreditasi RS kabupaten di kelola oleh RSUD kabupaten;dan

h. Akreditasi Labkesda dikelola oleh l,a.bkesda kabupaten.

Untuk pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan penting yang

berakhir sampai akhir tahun seperti Jampersal, pemerintah daerah

diharapkar membuat pedoman langkahJangkah akhir tahun

sebagaimana diatur dalam Peratura-n Menteri Dalam Negeri

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemantauan dan evaluasi

Pemantauarl dan evaluasi mencakup kinerja program dan kinerja

keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:

a. Kesesuaial antara DPA-OPD dengan Rencana Keda Anggaran

(RKA) yang sudah disepakati antara Kementerian Kesehatan

dengal daerah;

b. Realisasi waktu pelalsalaan, lokasi, dan sasaran peLalsanaan

dengan perencanaan;

c. Eval:asi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses,

output;

d. Evaluasi dari segi kelengkapan dan ketepatan pelaporan;dan

e. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang

Kesehat€r sesuai dengan target unit teknis, Rencana Ketja

Pemerintah dan Renstra Kemenkes.

3.
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4. Laporan

a. J€nis Pelaporan

1) kporan terdiri atas laporan rutin bularan, laporan

triwulanan, semesteran, dan laporan tahunan;

2) Iaporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator

SPM, Renstra), dengan menggunakan format, mekanisme

dan ketcntuan yang sudah ditetapkan;

3) Iaporan aemesteran yang memuat jenis kegiataa, lokasi

kegiatan, rcalisasi keuangan, dan pcrrreeal.han dalam

pelaksanaan Jampersal, yang disampaikan selambat-

7 hari setelah akhir triwulan dan scmester

berakhir;

4) I-aporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun

meliputi: realisasi keuangan, capaian kegiatan, pada

minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya; dan

5) Laporan rutin bulanan capeian program (aeeuai indikator

Renstra Kementerian IGsehatan dan Rencana Kerja

Femerintahl, dengan menggunakan format, mekanisme

dan ketentuan yang sudah ditetapkan;

b. Alur pclaporan

1) Pelaksanaan di Puskesmas

IGpala Puskeemas menyampaikan laporan rutin bulalan
capaisn program kepa.da dinaa kesehatan setiap tanggal 5

bulan berikutnya.

2) Pelaksanaan di kabupaten:

a) Kepafa dinas keschatan menyampaikan traporan rutin
bulanan capaian program, kepada kepala dinas

kesehatan pmvinsi, setiap tanggal 10 bulsn berikutnya.

b) Kepala dinas kesehatan kabupat€n menyampaikan

Iaporan semesteran Kesehatan (http://www.e-

r€ngger.kemkes. go. id).

tflntr roo;;tt,..',r
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c. IkpaituhanFclaporan

IGpatuhan dacrah daiam laporan kincrja
program dan kcuangan scrta progrEs penfuElGatan cageiarr

IndiLator l(ch,larga Schat dan SP[rl akan diiadikan
pcrdm.baryan tfahm pengabkasian DAK nonfiaik klrucuanya

BOK kabupetcn/Pug&c$Das peda tahun bcrikutnya rcar.i
pcfafi]fan peruadang-undangan.



5.

b. BOK Kabupaten

c. Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi

logistik obat dan BMHP secara elektronik

Alokasi

Kementerian Kesehatan men€tapkan total alokasi dana BOK

Puskesmas per kabupaten, Besaran alokasi dana BOK untuk

setiap Puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan melalui surat

keputusan kepala dinas kesehatan dengan langkaJangkah

perhitungan sebagai berikut:

a. Sebelum membagi alokasi total ke seluruh Puskesmas, terlebih

dahulu dari alokasi total tersebut dikurangi untuk kebutuhan

program yang meuputi dana untuk desa lokus yang ditetapkan

sebagai pelaksana pemicuan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) tahun anggaran berjalan, maka dikurangi

sebesar Rp. 7.5O0.0O0.-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupia}t)

per desa.

b. Sisa dana BOK Puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan

operasional pemicuan dara STBM dibagi ke seluruh Puskesmas

di kabupaten secara proporsional, dengaa memperhatikan

berbagai kriteria antara lain :

1) Jumiah penduduk di wilayah kerja;

2) Luas wilayah kerja;

3) Kondisi sarana transportasi;

4) Kondisi geograli;

5) Jumlah tenaga kesehatan masyarakat tersedia;

6) Dana kapitasi JKN yang diperoleh Puskesmas; dan

7) Kriteria lain sebagainya sesuai kearifan lokal.

c. Dari hasil perhitungan tersebut, maka Puskesmas yarrg

terdapat desa STBM akan mendapat tambahan alokasi BOK

Puakesmas disamping dari perhitungan pembagian secara

proporsional di atas dengan besaran sesuai jumlah Desa STBM.

Penggunaan

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat

digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan

6.
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preventif upaya kesehatan masyaralat oleh Puskesmas darr

jaringannya. Penggunaan BOK di Puskesmas meliputi:

a. Penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

b. Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat

esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam

gedung maupun di luar gedung melalui Posyandu, Posbindu,

Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya, kunjungan keluarga,

kunjungan sekolah dan pelayaaan luar gedung lainnya.

Kegiatan luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas

dilal<salal<an juga dalam upaya meningkatkaa Indeks Keluarga

Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga (PIS-PK), serta untuk pemenuhan kebutuhan

pendukung kegiatan kegiatan promotif dan preventif serta

pemberdayaan masyarakat. Rincian kegiatan lihat Tabel I.

c. Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi

perencanaan (P1), penggerakan peLal<sanaan (P2) melalui

lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian dan

penilaian (P3) kine{a Puskesmas serta kegiatan koordinasi

lintas sektor lainnya. Rincian kegiatan lihat Tabel II.

d. Penyelenggaraar kegiatan pemicuan untuk mewujudkaa desa

STBM terutama untuk daerah lokus STBM. Selain Puskesmas

yang termasuk dalam lokus desa STBM, tetap dapat

melaksanakan kegiatan mewujudkan desa STBM.

e. Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersiiat prioritas

yarlg ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah

dalam upaya eliminasi/eradikasi/pembasmiaa penyakit

tertentu di daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program

prioritas lain baik nasional maupun daerah.

f. Penyeleaggaraan kegiatan untuk penumnan stunting seperti

perbaikan status gizi rrasyarakat, pemarttauan pertumbuhan

perkembangan balita, darr lainlain.

{ P.(WIF t!O.rRi, , 1, l
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Penyelenggaraar kegiatan untuk mendukung Intervenai
Perubahan Perilaku program prioritas antara lain edukasi
PMBA (Pemberian Makanal Bayi dan Anak), Kelas Ibu,
orientasi tumbuh kembang/ SDIDTK (stimulasi Deteksi
Intervensi Dini 'I\rmbuh Kembang), ke giatan pemberdayaan

masyarakat lainnya).

Operasional kegiatan outbreak respond/Kejadian Luar Biasa
dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas
nasional.

Penyediaan tenaga promosi kesehatan, saiitarian, nutrisionist,
tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola

keuangan di Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja.
Penetapan maksimal 4 orang tenaga tersebut berdasarkarr
prioritas kebutuhan tenaga dengan kualifikasi persyaratan
yang telah ditentukan. Proses penerimaar tenaga dilaksanakan
oleh Dinas ke8ehat€n, sedangkan ikatan perjanjian ketja
ditardatangani oleh kepala Puskesmas dar tenaga yang
bersangkutan. Persyaratan kualihkasi tenaga tersebut meliputi:
1) Tenaga Promosi Kesehatan

Berpendidi&an minimal D3 Kesehatan Masyarakat
diutamakan jurusan/peminatan promosi Kesehatan/Ilmu
Perilaku, diutamakan yarrg memiliki pengalaman kerja
minimal 1 tahun dibidangnya.

2) Tenaga Sanitarian

Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan/ S I
Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan

kesehatan lingkungan, diutamalan yang memiliki
pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.

3) Tenaga Nutrisionis

Berpendidikan minimal D3 Gizi/Sl Kesehatan Masyarakat

diutamakan jurusan/peminatan glzLl Sl cizi, diutamakan
yang memiliki pengalaman kef a minimal 1 tahun
dibidanglya.

l
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4) Tenaga Kesehatar Masyarakat Lainnya

Berpendidiksn minimal D3 Kesehatan Masyarakat,
Epidemiologi, Entomologi, Kesehat€n Kerja, dan Lain_lain,

diutamakan yang memiliki pengalaman ke{a minimat I
tahun di bidangnya.

5) Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan

Berpendidikal minimal D3 Ekonomi/Akuntansi
diutamakan yang memiliki pengalaman keda minimal 1

tahun dibidangnya.

Ketentuan perihal perjanjian kerja mengacu pada peraturan
yalg berlaku, serta ketentuan yarlg diatur meliputi:
f) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di

Kabupaten yang berlaku.

2) Kepala Puskesmas menetapkan target kineda bulanan
secara tertulis (output based Wfonane)-

3) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf puskesmas

lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional dan biaya
operasional kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4) l,ama pedanjian kerja sesuai tahun anggaran yang berlaku
pembiayaan bersumber dari dana BOK puskesmas.

7. Jenis Pembiayaan

Dana BOK di Puskesmas dima-nfaatkan untuk pembiayaan

berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh puskesmas.

Jenis pembiayaan tersebut meliputi:

a. BeLanja transport petugas kesehatan dan kader serta lintas
sektor;

b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan
Non ASN;

c. Belartja bahan pakai habis;

d. Belanja material pendukung kegiatan;

e. Belanja pencetalan dan penggandaan;

I Belanja makan dan minum rapat;
g. Belanja kegiatan pertemuan;

h. Belanja honor tenaga kontrak;
i. Belanja pemeriksaan sampel;
j. Belanja jasa pengiriman sampel; dan

[ 25 - ------
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k. Belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas.

Besaran satuan biaya setiap jenis pembiayaan diatas mengikuti

peraturan yang berlaku di Kabupaten. Dana BOK di Puskesmas

tidak boleh untuk membiayai kegiatan dalam bentuk Belanja

Modal, kegiataa kuratif dan rehabilitatif, pengadaan obat, vaksin,

alat kesehatan, retribusi, pemeliharaan bangunan, kendaraan,

sarana dan prasarana.

Tabel 1. Rincian Menu Kegiat€n Penggunaan BOK di Puskesmas

No Upaya Kes€hatan Jenis Pelayanan Jenis Kegiatan

I (eaiatan Program

Indonesia Sehat

dengan Pendekatan

keluarga

Kea€hatan

Masyarakat

1. Pendataan kcluarSa

2. Entry data dalam aplikasi dan

Analtsis data

3. Intervenli pada keluarga

Upaya Kesehatan Masyaml(at Escnsial

2. I . Upeya Kesehatan Ibu Pelayanan

entenatal/ ANC

l. PelByanan antenatal

2. PeEberien PMT bumil

3. Pelaks€naanPrograrn

4, Percncanaan PeEalinan dan

5. PcncegahenKomplikasi

6. (F+K)

7. Pemantauan burnil rbiko tingd

8. P€laksanaan kclae ibu

L Kemitraan bidan dukun

10. Pelac€l€n kasua kematian ibu

termasuk otopsi verb€l

tl. Pcmbinaan Flayanan kesehatan

ibu

P.layanan ibu
nitus

1. Pelayanan nifas termasukxB

2. Pemantauan ke€€hatan ibu niias

2.2. Upaye Keschatan

Neonatus dan Bayi

Pelayanan

kcsehatan

neonatus

'1, Pemedkaaan neonatus

2, Peaantauan kcschatan neonatus

terErasuk neonatus risiko tinggi

3. Pelacalan keoatian nconatal

tefitrasuk otopai verbal

danTindak lanjut
1. tueeningHipothgtoid Kongenital

(sHK)

i:'r
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Fchyanan

ke6chata! boyi

l. FcDanteuan kaachatan bayl
(l,eagukrIrsn pcrtufibuhaa,

Paruantauan pal'kE@t€ng.rr,

pcEbcrian vitarBir! A, ieunilaai
da.er lcngk'p)

2. F.E,entauall bayi rfsiko tinggi

2,3. Upaya lGlchatan

&tak Baltta dan ka
S.&olah

Pclayarrn

kcrchatrn anak

b.lita dan pre

*kolah

l. Faoaatauan kclchatan balita

t .Ea.ut balita ri.iko tinggi

2. Pelacabn kcEatien balita

tcrBasul otopdi vrfhql
3. Fcebcrian PMT PcnyuhfEn/Pfm

Fernulihrn

2.4. UFya Kcehatan
Anak Ulia Sckolah

dan Rcada
2.5. IEuuiaali

Felayanan

kcschatan anat
ueia ackol,ah,

inatitusi dan nos
iDstitusi

l. PcEhin.rn ulie .ekotrah,

Irfs/dokter Lecil

2. Fenjadng6n pc8c.ta dtdik (kcla.

1, 7, 10)

3. Fea€dk or'r bcrkala Fscrta
didik

4. Fcmberian TID untuk t€Eda

Putri
5. Bulaa imunioad aoat sckolah

A P€mbinaar! keehatea di
panti/ IXSA/ karang

tsruna/ rrhaja di tcEtEt ibedah

IEulriaasi deser

dan IBunLqli
Ianjut n

'1. Pcrnbeketen l(adcr Imunitaci
tcntang Pctlgenalafl program

ilauairasi, stf,atcgi koaunl&asl,

pelalsaaaan leunisasi,

Pcncatatan dan Patrlvq'arr 6"o
lain-r,ain eBuai kcbutuhan di

Z Pelayanan ihuni.aai rutin baik
lEuaiaasi deaar &aupun
imuniraei Baduta di pos-po.

Fl4,,ana.u imuniaad t rhssuk
$recplng jika dipcrlukn
a, Sureilans KIPI Fla&6anaan

iltlunila8i dalar drn
imunisasi lenlutan
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7.

Measles-Rubeuq

introduk8i vaksin ba-ru, Crash
program, BLF, DOFU dan ORI;

Penj.untikan yang aman, strategi
koEunikasi dan lain-lain sesuai

kebutuhen di laparl8an.

Pelieyansn lmunisssi di Fos

Pelayanan Imunhasi dan
sueePing,

Kesus KIPI pelaksanaan

KaEpanyc lteasles,Rutefl4

introduksi vaksinbsiu, crash
program, BLF,DOFU dan
imuni6a8i dqlam ranBka

penangsnon XLB fourbreorc

responirununiz/ltion / ORll
2.6. Upeya Ke6ehatan

UBia Rcptroduk i
Pelajranan

kcschatan uaia

rcprodukBi

Penyutuhan, orientasi,

sosialilasi, kcsGhatan

reprodukei terEasuk

kelusiga berencffra

2.7. Upaya Ke8€hatan

L€njut Usia

Pehyansrr

keaehatan

lanjut usiia

1. Pelayansn lanjut usia di Posbindu

dan Poqrandu l,€nsia

2 PeEantauan lansia resiko tinggi
2.8. Upaya Kes€hatan

Lingkungan

Pel,ayana!

Kcsahatan

Lingkungan

l. Inspeksi kesehatan lingkungan

untuk tempat t€mpat umuE,
tempat Pcngclol,aan makanan dan

B€rara air Binum
2. PeEeriksssn kualitas air minuE,

makqtran, udara daJr bangunsn.

3. Feraeriksaan tcrdiri dsri
pcn8aebilan sampel

1. Oncfiaai naturul ledda,

5. STBM, peqiame]l mal(anan dat!

kader kesling lainlrya

6. Pcs\berdayean masyeisl@t

melalui kegiatsn STBM,

iEplementqsi HSP di maah
tangga da'r sekolah, rencane

pengamanan air minum di
komuna.l, MPAPIIAST di
komunitas pa8a.r ra\at, sckolah

dan hotel scrta bentuk
pembetda,'aan

I P.,l.R'!F tioCRlll:l d,Sll
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lainnya

7. Fcabinean palka podbcrdayaatr

termalut i€f,ifikeri dela yang

oclaksanakan SftsM, dc.a SBS

dalr TTU, TPM lrang rDcEcnuhi

syaaat

2.9. Upeye ProrDo€i

I(crchatan

Feleyattsn

proEosi

kcshaten

tuy.8areE l rqahing,ori.h,,'n
kader kcachetqn dalaln utrya
ka&hatan lccara tarpadu

Fcayuluhan llelo6poln

Fryufuhan aaalal talltsng
progre.Er kaschaten hasyarrLat
dan P2P

Suwcl Earar diri, ouryawErah

DaryanaLat dcaa

Advolad h:ngi't dcra,

kccametaD bidalg k s.haten

FcngSdakan

kctuar8a/Baayatukat urtuk
tDeddukua8 pcogralu k *hetea
E ryaratat datr P2P

Pchbilraarr/pcndgrtpiryan

earyarakat, kcloBFk k &hatsn
Daryaratet da,l P2P

Perygs!.rrg,Io duluiuan
metystakat, liatas ..ldordunla
uaeha

210. Upaya Fcnccgahan

da.Ir lElgrnd.ltan
Fcnyakit Mcoula!
r ^ng{rng (antar.

Iein: TB,

HIV/AIDS, Il,lS,

Hcpatitir., Diare,

Tiloid,
ISPA/Pn rrfrolia"
Kuate, Frehbusiq
dll)

Paoccgahan den

Pcotclrdaxan
pcaryakit

Ori.nte.i kelEda kadcr

l(eschatan

Fr,lctouan dan
pcaccgahan dnii
!6cere eLtif

1. Ferabcrian obat Fnccgahan
(individu atau !ra..al)

Z Peagambifar dan pcngiritDdn

apecioeu

PARAF KOORDI:{
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3. Dctrkd dnd HIV/AIDS, Hcpatid!
p6da ibu ha&il dan populasi

bcrirtko

SI(D KLB l. Vcritrkssi .umor dugaan KLB

Z F.DaagularEen KA
X PatgBlabifan dan pengtrihan

apcaiDcn

2.11 UpaF FedccSalur

dan Pcng.ndafiatr

Prya&it Tufar

Vcktor drr
Zoonotik (antaE

laiu : Melarle,

DBD,

Cliran$ova
Jqaae
Ettcrwhabts, Zikq
ltforiariq
Scrdsro3onuhlrnr,

Leca<ilga!,

Rebi.s, Asthrax,

Flu Burun&

Lptorpitod!, F.s,

Pcdyatit zoorto6a

laiatrya" d[.)

tntrrvasi

F.neEndalian

VeLtor T.rpsdu

L PeEberantElan Lriva (lanalidasi)

Z Pcnac.dalian vektor (ForE&rel, tRSl

Pchk anaan

POPM

FcnyclidiLan Epidroiologi
Fenyakit Tular Vckor dalr

?.Dnotik
IntcrseBi

FcD$ndaltan

VcJator Tdpcdu

L kmberantaadi Sargng NyaEuk

(Psr0

2, Sc,EcIrnA unhrk aadiu8katLatr

catupa! POru
Ftlariasi./ Caang.n / Schlsto.ohia

di6

3. Felacal(an Has rEakli ldnun
obat peda POPU

Filarlasts/C.cia8an/
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Rerpon KLB penyakit dan

masalai

kesehatan dalam

rangka

kcwaspadean

dini

Dap6t Diceaah Dengan tmunisasi

{PD3U Spesimcn scrta
pcngembalian spesimco carnier

penyakit berpotensi KLB

2. Survcilans Aldif RuEahsakit
penyekit bcryot€nsi KLB

3. Veriikesi rumor den sinyal
masalah kesehaten serta

komunikasi cepat Sistem

4. Kewaspadaan Dini dan Rcspon

ISKDR)

5. Pertemuan Penileian nie*o ]

terintegrasi I

6. Pcrtemuan kewaspadaan dini I

Ipenyekit infeksi eaerging dan 
I

penyekit berpotcn5i KLB taimya 
I

oelalui surveilens U.rU""ie 
Iaasyarakat I

Penyelidikan

epidemiologi KLB

l. Pemantauan kontak
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penyekit berpotensi KLB

3. Pengembilan dan pengiriEan

spesieen kasus potcnsial KLB

4. Analisa hasil PE dandiscminssi

Informasi

Pengendalien

KLB penyakit,

situasi khusus

dan bencana
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Pcngcndalian 1. Pendaapingan pendcrita
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Tabel II. Rincian Icgiatan Femanfaatan BOK untuk pelaksanaan Fungsi

Manajemen Puskesmas (percncaaaao, penggeraksn

Flaksanaarr/ minilokakarya dan Pengawasan/ Pelaporan/

penilaian kinerja).



c. Alokasi

Alokasi dana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, bersifat

tetap dan merupakan pagu maksimal.

Penggunaan

Dana BOK UKM sekunder digunakan untuk kegiatan antara

lain:

i) Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia

Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);

2) Rujukan pengujian sampel kesehatan masyarakat (bila

UKM primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik

dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi)

termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan

Masyarakat sebagai UPf Dinas kesehatan;

3) Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi

kesehatan seperti kegiatan pengukural camaran

lingkungan/zat berbahaya, kalibrasi alat, dan lain{ain;

4) Peningkatan kapasitas SDM (orientasi/pelatthag ot tle job

training/kalakarya) dalam rangka percepatan penurunan

stunting;

5) Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu

UKM primer dan sekuder antara lain Audit Maternal

Perinatal, penyetidikan epidemiologi, pelacakan dart

konfirmasi kasus gizi, pendampingan permasalahan

kesehatan lain, termasuk menghadiri kegiatan

minilokakarya Puskesmas;

6) Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup bersih dan

sehat di tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat;

7) Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor bidang

keaehatan termasuk dengan Puskesmas; dan

8) Penyediaan I (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBM

kabupaten dan dukungan operasionalnya.

Proses penerimaan dilalsanakan oleh Dinas Kesehatan

dengan ikatan pe{anjian kerja yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas kesehatan dan tenaga yarg bersangkutan.

Persyaratan kualifrkasi tenaga tersebut meliputi:

a) Berpendidikan minimal D3 Kesehatar Lingkungan.

d.
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b) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di

kabupaten yang berLaku.

c) Kepala Dinas kesehatan menetapkan target kinerja

bularran secara ter1.j.)lb (otttwt ba,sed performane).

d) Diberikan hak/fasilitas yang aetara dengan staf Dinas

kesehatan lainnya, termasuk Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) dan biaya operasional kegiatan sesuai

peraturan yang berlaku,

e) lama perjanjian kerja sesuai tahr.m anggaran yartg

berlaku.

f) Pembiayaan bersumber dari dana BOK Kabupaten.

e. Jenis Pembiayaan

Dana BOK UKM Sekunder dimanfaatkan untuk pembiayaal

program dan kegiatan yang meliputi:

l) Belanja Trarsport l,okal;

2) Belarja Pedalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN

dan non ASN;

3) B€la4ia Pembelian bahan pakai habis;

4) Belanja penggandaan dan pencetakan;

5) Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM

sekunder;

6) Belanja kegiatan pertellr]uan/ meeting;

7) Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;

8) Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan

lingkungan di kabupaten;

9) Belanja pemeriksaan sampel;

10) Belanja jasa pengiriman sampel; dan

1 1) Belanja iuran JKN untuk tenaga kontrak di kabupaten.

Dana BOK UKM Sekunder tidak boleh dimanfaatkan untuk
membiayai kegiatan belanja modal, bayar retribusi, perawatan

bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.

C. Dukungan Manajemen Satuan Kerja BOK dan Jampersal

Dinas ke8ehatan sebagai satuan kerja pengelolaan DAK Nonfisik

khususnya BOK dan Jampersal memerlukan berbagai kegiatan

manajemen untuk mendukung pelaksanaan BOK dan Jampersal

fl?z- - "- r:I



1. T\rjuan

a. Umr]m

Mewujudkan pengelolaan BOK dan Jampersal tingkat
Kabupaten yang baik, transparan dan akuntabel.

b. Khusus

l) Menyelenggarakan pengelolaan BOK yalrg transparan dan

akuntabel;

2) Menyelenggarakan

pcngelolaan; dan

kegiatan dukungan administrasi

3) Menyelenggarskan verilikasi pengelolaan keuangan.

Alokssi

Alokasi ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Penggunaan

Dana dukungan manqiemen pengelolaan BOK dan Jampersal

Kabupaten meliputi :

2.

3.

No Kegiatan Jenis Kegiatan

1 Pengelolaan keualgan

satuan kerja di

Kabupaten

1 Penyediaan honor satker

pengelola keuangan termasuk

Kepa.la Puskesmas dan

Bendahara Puskesmas sesuai

peraturan yang berlaku

2 Dukungan administrasi

antara lain ATK,

pcnggandaan, pemb€lian

materai dan lain-lain

2 Pembinaon administrasi 1 Rapat/pertemuan koordinasi,

aosialisasi advokasi LPIIS,
verifikasi perencanaan,

monitoring dan evaluasi BOK

2 Pembinaan administrasi tata

kelola kcuangan puskcsmas

3 Konsultqsi ke proyinai

maksimal 2x dan pusat 2x @
2 oratg

3 Sistem Informasi I Pelaporan

2 Iangganan

Prr.RAF iica;.; I ; t,:,:i
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D.

internet/pembelian pulsa

internet untuk mendukung
program prioritas kesehatarr

te rmasuk untuk PIS-PK

4. Jeais Pembiayaan

Dana dukungan manajemen pengetolaan BOK dar Jampersal
dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:
a. Belalja transport lokal;

b. Belarja pedalanan dinas dalam daerah darr luar daerah bagi
ASN dan non ASN;

c. Belanja bahan pakai habis;

d. Belalja material pendukung kegiatan dukungan manajemen;
e. Belalja makan dan minum kegiatsn rapat;
f. Belanja pertem'uanl Meethg;
g. Belanja penggandaan dan pencetakan;

h. Belanja honor pengelola keuangan satuan kerja; dan
i. Belanja honor narasumber/tenaga a_hli.

BOK E-logistik dan Dietribusi Obat

Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas serta dukungan
pemar aatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP
secara elektronik meliputi:

1. Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalaei Farmasi ke
puskesmas, dapat digunakan untuk:
a. Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi

Farmasi ke puskesmas. Ketentuan biaya perjaLanan dinas
atau transport bagi petugas Instalasi Farmasi ke puskesmas
dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya pemerintah

Kabupaten Musi Rawas sesuai Tahun Anggaran berlaku;
b. Biaya bahan bakar atau biaya sewa alat transportaai

distribusi obat serta biaya pengepakan obat dan BMHp. Biaya
sewa dimaksud adalah untuk satu kali FEngantaran;

c. Jasa pengiriman melalui pihak ketiga; dan
d. Biaya tenaga bongkar muat.



2. Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik
obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten
dapat digunakar untuk:
a. Pendampingan marajemen logistik BMHP, termasuk

pengumpulan data indikator ketersediaan obat dan vaksin
esensial dengan mengundang petugas puskesmas;

b. Biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Dinas
kesehatan untuk melakukan konsultasi pemanfaatan sistem
informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara
elelrtronik ke provinsi. Tata cara penyelenggaraannya

mengacu pada ketentuan perjalanarr dinas atau transport
yang diterapkan dengan peraturan yang berlaku;

c. Biaya langgsnan intemet yang hanya berupa paket data
dengar kuota paling banyak 6 GB per bulan; darr

d- Honorarium rmtuk pengelola aplikasi sistem informasi atau
aplikasi logistik obat dan BMHP sesuai versi Kementerian
Kesehatar atau Dinas Kesehatan. Tenaga pengelola:

l) Petugas instalasi farmasi (ASN maupun honorer) yarlg
ditugaskan menangani aplikasi logistik. Jumlah petugas

maksimal 2 (dua) orang dengan honor Rp. 3OO.OOO s.d
5OO.000/orang/bulan.

2l Petugas yang direkrut khusus untuk mengelola aplikasi
logistik. Jumlal petugas maksimal 1 oralg dengan honor
sesuai dengan UMR setempat yang ditetapkan melalui
surat keputusan kepala dinas kesehatan.

3) ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan maksimal
2 orang yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
Besaran honor mengacu pada peraturan yang bertaku,

3. Pemanfaatar dana BOK distribusi obat, vaksin, dan BpMHp
ke Puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informaai
atau aplikasi logistik obat serta BMHP secara elektronik
memiliki persyaratan sebagai berikut:
a, Pemerintah Kabupaten yang akan menggunakan dana

BOK distribusi obat da-n BMHP ke puskesmas harus
memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:


